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PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat,
karunia, dan kesempatan sehingga buku ajar Manajemen Investasi
Daerah ini dapat diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini
merupakan salah satu upaya untuk menyediakan sumber belajar yang
komprehensif bagi mahasiswa, dosen, praktisi pemerintahan, maupun
masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan investasi
daerah dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Investasi merupakan salah satu instrumen strategis dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing
wilayah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Di era desentralisasi dan otonomi daerah,
pemerintah  daerah dituntut memiliki kemampuan dalam
merencanakan, mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi investasi
secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Oleh karena itu,
pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen investasi
daerah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi para calon
akademisi maupun praktisi.

Buku ini disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan
konsep teoritis, landasan regulasi, strategi pengelolaan investasi,
proses perencanaan dan penganggaran, akuntansi dan pelaporan
investasi daerah, evaluasi dan pengawasan, manajemen risiko
investasi, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, langkah-
langkah investasi pada berbagai instrumen di Indonesia, serta studi
kasus yang relevan. Penyajian materi juga dilengkapi dengan contoh
penerapan dan latihan soal pada setiap bab agar dapat membantu
pembaca memahami konsep secara lebih mendalam sekaligus

mengembangkan kemampuan analitis.



Penulis menyadari bahwa dinamika regulasi dan praktik investasi
daerah terus mengalami perkembangan. Oleh sebab itu, buku ini
diharapkan tidak hanya menjadi referensi pembelajaran di perguruan
tinggi, tetapi juga dapat menjadi bahan diskusi, kajian, dan
pengembangan wawasan bagi berbagai pihak yang berkepentingan
dalam pengelolaan investasi daerah.

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh
pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta motivasi
selama proses penyusunan buku ini. Semoga segala kontribusi yang
diberikan menjadi amal baik dan memberikan manfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya, semoga buku ajar ini
dapat memberikan manfaat, memperkaya khasanah keilmuan, serta
menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa, dosen, peneliti,
praktisi, dan seluruh pembaca dalam memahami serta
mengimplementasikan manajemen investasi daerah secara profesional

dan berkelanjutan.

Surakarta, Agustus 2026

Penulis
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BAB1
PENDAHULUAN MANAJEMEN
INVESTASI DAERAH

A. LATAR BELAKANG

1.

Konteks Pembangunan Ekonomi Daerah

Pengembangan ekonomi daerah adalah proses di mana
pemerintah daerah dan komunitas setempat memanfaatkan
sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan
warganya. Proses ini mencakup pengembangan infrastruktur,
peningkatan kualitas tenaga kerja, serta penciptaan suasana
investasi yang mendukung. Akan tetapi, sejumlah wilayah di
Indonesia berjuang dengan keterbatasan dalam kapasitas fiskal,
yang menghambat kemampuan mereka untuk mendanai
pembangunan secara independen. Dalam hal ini, investasi dari
sektor publik maupun swasta berperan penting dalam
merangsang pembangunan serta menciptakan kesempatan kerja
di daerah tersebut.
Peran Strategis Investasi dalam Pembangunan Daerah

Investasi memiliki peran strategis dalam pembangunan
ekonomi daerah melalui:
a. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Daerah

Investasi  pada  infrastruktur transportasi,  seperti

pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara,

Manajemen Investasi Daerah | 1



meningkatkan konektivitas antarwilayah. Ini mempercepat
distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, serta
membuka akses pasar yang lebih luas, terutama untuk daerah
terpencil.

b. Menarik Investasi Swasta dan Meningkatkan Daya Saing
Daerah
Infrastruktur yang memadai dan layanan publik yang baik
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi
swasta. Daerah dengan infrastruktur yang baik lebih menarik
bagi investor karena menawarkan efisiensi operasional dan
akses pasar yang lebih luas.

c. Menciptakan  Lapangan  Kerja dan  Mengurangi
Pengangguran
Proyek investasi, terutama di sektor infrastruktur, menyerap
banyak tenaga kerja selama fase konstruksi dan operasional.
Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan
meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

d. Mengurangi Ketimpangan Antardaerah
Investasi yang merata di berbagai daerah membantu
mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah.
Dengan membangun infrastruktur di daerah tertinggal, akses
terhadap layanan publik meningkat, dan aktivitas ekonomi
lokal terdorong.

e. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
Investasi dalam infrastruktur dasar, seperti air bersih,
sanitasi, listrik, dan telekomunikasi, meningkatkan kualitas
hidup masyarakat. Akses yang lebih baik terhadap layanan
ini berkontribusi pada kesehatan, pendidikan, dan

kesejahteraan umum.
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Tantangan dalam Pengelolaan Investasi Daerah
Meskipun investasi memiliki peran strategis dalam pembangunan
daerah, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara
lain:
a. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Banyak pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam
hal sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam
analisis dan pengelolaan investasi.
b. Risiko Investasi
Investasi daerah menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko
finansial, operasional, dan pasar, yang dapat mempengaruhi
stabilitas keuangan daerah.
c. Kurangnya Data dan Informasi yang Akurat
Pengambilan keputusan investasi yang efektif memerlukan
data dan informasi yang akurat. Namun, banyak daerah
menghadapi tantangan dalam mengumpulkan dan
menganalisis data yang diperlukan.
d. Kendala Regulasi dan Birokrasi
Proses perizinan yang kompleks dan regulasi yang tidak
sinkron antara pemerintah pusat dan daerah dapat
menghambat realisasi investasi.
Pentingnya Manajemen Investasi Daerah
Untuk meningkatkan peran investasi dalam pembangunan
daerah, diperlukan manajemen investasi yang efisien. Manajemen
investasi  daerah  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi investasi yang dilakukan oleh
pemerintah daerah. Dengan manajemen yang tepat, investasi
dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
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B. PENGERTIAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH
1. Definisi Manajemen Investasi Daerah menurut para ahli

a.

Menurut La Ode Abdul Wahab (2021)

Dalam Diktat Manajemen Keuangan Daerah, La Ode Abdul
Wahab (2021) menyatakan bahwa manajemen investasi
daerah adalah proses pengelolaan penempatan dana oleh
pemerintah daerah dalam berbagai instrumen investasi,
dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan
sosial yang dapat meningkatkan kapasitas fiskal dan
pelayanan publik daerah.

Menurut Jurnal Manajemen Perbendaharaan (2023)
Windoro, Nugroho, dan Puspita dalam jurnal Jurnal
Manajemen Perbendaharaan menekankan bahwa manajemen
investasi daerah mencakup strategi pemerintah daerah dalam
mengelola belanja modal dan faktor-faktor lain untuk
menarik investasi asing, yang pada gilirannya mendukung
pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Menurut Jurnal Academia Praja (2020)

Iwan Satibi dalam jurnal Jurnal Academia Praja menyatakan
bahwa manajemen investasi daerah melibatkan penguatan
kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam
mengembangkan potensi investasi, termasuk sektor-sektor
seperti  pariwisata, pertanian, dan industri, guna

meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan publik.

2. Perbedaan Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Pemerintah Daerah

a.

Investasi Jangka Pendek
Definisi:
Investasi jangka pendek merujuk pada penempatan dana

oleh pemerintah daerah yang dapat dengan cepat dicairkan
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dan direncanakan untuk dimiliki dalam periode antara 3

hingga 12 bulan. Tujuan utamanya adalah untuk pengelolaan

kas dan likuiditas, serta memiliki tingkat risiko yang relatif

rendah.

Karakteristik:

1) Jangka waktu kepemilikan: 3 hingga 12 bulan.

2) Dapat dengan cepat dicairkan atau diperjualbelikan.

3) Digunakan untuk pengelolaan kas jangka pendek.

4) Berisiko rendah.

Contoh:

1) Deposito berjangka 3 hingga 12 bulan yang dapat
diperpanjang secara otomatis (deposito berputar).

2) Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan jangka
waktu pendek.

3) Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Investasi Jangka Panjang

Definisi:

Investasi jangka panjang adalah penempatan dana oleh

pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih

dari 12 bulan. Investasi ini dibagi menjadi dua jenis

berdasarkan  sifat penanamannya: permanen dan

nonpermanen.

Karakteristik:

Jangka waktu kepemilikan: lebih dari 12 bulan.

Dibagi menjadi:

1) Investasi permanen: dimiliki secara berkelanjutan tanpa
niat untuk diperjualbelikan.

2) Investasi nonpermanen: dimiliki untuk jangka waktu
tertentu dengan kemungkinan untuk diperjualbelikan
atau ditarik kembali.
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3) Investasi permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang

dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tanpa

niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Tujuannya adalah untuk memperoleh dividen, pengaruh

signifikan dalam jangka panjang, dan/atau menjaga

hubungan kelembagaan.

Karakteristik:

a) Dimiliki secara berkelanjutan.

b) Tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau
ditarik kembali.

c) Bertujuan untuk mendapatkan dividen, pengaruh
signifikan, atau menjaga hubungan kelembagaan.

Contoh:

a) Penyertaan modal pemerintah daerah pada
perusahaan daerah (BUMD) untuk meningkatkan
pelayanan publik.

b) Investasi pemerintah pada badan internasional
seperti Bank Dunia atau IMF untuk menjaga
hubungan kelembagaan.

4) Investasi Non permanen

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang

yang dimaksudkan wuntuk dimiliki secara tidak

berkelanjutan, dengan niat untuk diperjualbelikan atau
ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu.

Karakteristik:

a) Dimiliki untuk jangka waktu tertentu.

b) Dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau ditarik
kembali.
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c) Bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial

atau mendukung program tertentu dalam jangka
waktu terbatas.

Contoh:

a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang

yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan

tanggal jatuh temponya.

b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan

yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.

c¢) Dana bergulir untuk pemberdayaan masyarakat,

seperti bantuan modal kerja kepada kelompok

masyarakat

Tabel 1.1 Perbandingan Investasi Jangka Pendek dan

Jangka Panjang
Aspek Investasi Investasi Jangka
Jangka Pendek | Panjang
Jangka ) )
3 -12 bulan Lebih dari 12 bulan
Waktu
Peningkatan
) Manajemen kas | pelayanan publik
Tujuan o
dan likuiditas dan pendapatan
daerah
Bervariasi
Risiko Rendah tergantung jenis
investasi
Deposito, SBN | Penyertaan modal
Contoh ] ] o
jangka pendek, | di BUMD, obligasi
Instrumen . .
SBI jangka panjang
o ) ) Rendah (jangka
Likuiditas Tinggi )
waktu panjang,
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Aspek Investasi Investasi Jangka
Jangka Pendek | Panjang
(mudah tidak mudah
dicairkan) dicairkan)
Sifat Permanen atau
. Sementara
Kepemilikan nonpermanen

Tabel 1.2 Perbandingan Investasi Permanen dan Non

Permanen
Aspek Investasi Permanen | Investasi non
Permanen
Dividen, pengaruh | Keuntungan
. signifikan, finansial jangka

Tujuan .
hubungan panjang, program
kelembagaan tertentu

Jangka ) Tidak
Berkelanjutan .

Waktu berkelanjutan

Likuiditas | Rendah Lebih tinggi
Penyertaan modal | Obligasi jangka
pada BUMD, panjang, dana

Contoh 3 ) )
investasi pada bergulir
badan internasional | masyarakat

3. Bentuk Umum Investasi Pemerintah Daerah, Pusat, dan Luar

Negeri

a. Investasi oleh Pemerintah Daerah
Bentuk-bentuk umum:

1) Penyertaan Modal pada BUMD: Pemerintah daerah

sering melakukan investasi dalam bentuk penyertaan

modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk
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meningkatkan pelayanan publik dan mendorong
pertumbuhan ekonomi lokal.

2) Pengembangan Infrastruktur Daerah: Investasi dalam
pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan
fasilitas umum lainnya untuk mendukung aktivitas
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Investasi oleh Pemerintah Pusat

Bentuk-bentuk umum:

1) Proyek Strategis Nasional (PSN): Pemerintah pusat
menginisiasi proyek-proyek strategis untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
pembangunan, seperti pembangunan jalan tol,
pelabuhan, dan bandara.

2) Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Skema
kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam
pembiayaan dan pengelolaan proyek infrastruktur.

Investasi oleh Pemerintah Luar Negeri

Bentuk-bentuk umum:

Foreign Direct Investment (FDI): Investasi langsung oleh

pemerintah atau perusahaan asing dalam bentuk pendirian

usaha baru, akuisisi, atau joint venture di negara penerima.

Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri: Pemerintah luar negeri

memberikan pinjaman atau bantuan keuangan untuk

mendukung proyek-proyek pembangunan di negara

penerima.
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b. Pilih jenis SUN yang tersedia (contohnya FR0097).

c. Tinjau informasi yang disediakan dalam memorandum.

d. Lengkapi formulir dan lakukan penyetoran dana.

e. Penerimaan pembelian akan dikirim ke email atau aplikasi.

Proses Penjualan (jika dapat diperdagangkan):

a. Hubungi mitra distribusi atau perusahaan sekuritas.

b. Tentukan harga serta jumlah SUN yang ingin dijual.

c. Hasil penjualan akan masuk ke Rekening Dana Nasabah
(RDN) saat transaksi selesai.

Reksa Dana

Proses Pembelian:

a. Buat akun di platform reksa dana (seperti Bibit, Bareksa,
Ajaib).

b. Pilih tipe reksa dana: pasar uang, obligasi, campuran, atau
ekuitas.

c. Tinjau lembar fakta dana dan kinerja pada masa lalu.
Tentukan berapa banyak yang akan diinvestasikan (dimulai
dari Rp10. 000).

e. Tekan “Beli” dan lakukan transfer dana.

Proses Penjualan:

a. Masuk ke aplikasi/platform yang digunakan.

b. Pilih produk reksa dana dalam portofolio Anda.

c. Tekan “Jual” dan masukkan jumlah unit yang ingin
dicairkan.

d. Dana akan ditransfer ke rekening Anda dalam waktu 1-3 hari
kerja.

Deposito

Proses Pembelian (penempatan):

a. Buka rekening di bank yang Anda pilih.
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d.
e.

Tentukan jangka waktu deposito yang diinginkan (1, 3, 6, atau
12 bulan).

Lakukan setoran sesuai dengan jumlah minimum yang
ditentukan (misalnya Rp1 juta — Rp10 juta).

Tanda tangani bilyet atau lakukan melalui mobile banking.

Simpan bukti penempatan Anda.

Proses Pencairan (penjualan):

a.

Tunggu hingga jatuh tempo atau batalkan sebelum itu (akan
dikenakan penalti).

Kunjungi bank atau gunakan layanan online banking.

Pilih opsi “cairkan deposito”. Dana akan langsung masuk ke

rekening tabungan Anda.

6. Sukuk (Syariah)

Proses Pembelian:

a.

o oA n

7

Buat akun di lembaga distribusi syariah (BCA Syariah,
Mandiri Syariah, Bareksa Syariah).

Pilih jenis sukuk yang tersedia, seperti Sukuk Ritel (SR) atau
Sukuk Tabungan (ST).

Pahami akad dan kupon yang ditawarkan.

Lakukan pemesanan dan transfer dana.

Terima bukti pemesanan dan konfirmasi hak.

Proses Penjualan (hanya untuk seri yang dapat
diperdagangkan):

Hubungi broker Anda.

Tentukan harga dan jumlah yang akan dijual.

Hasil dari penjualan akan masuk ke RDN Anda.
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LATIHAN SOAL
1. Sebutkan langkah-langkah dalam melakukan Investasi Obligasi!

2. Sebutkan langkah-langkah dalam melakukan Investasi Deposito!
3. Sebutkan langkah-langkah dalam melakukan Investasi ORI
(Obligasi Ritel Indonesia)!
. Sebutkan Proses Pembelian dan Penjualan OBLIGASI!
5. Sebutkan Proses Pembelian dan Penjualan SAHAM!
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BAB 10

STUDI KASUS KOMPREHENSIF
INVESTASI DAERAH

DI INDONESIA DAN

LUAR NEGERI

A. STUDIKASUS INVESTASI DI INDONESIA
1. Kawasan Industri Morowali (IMIP), Sulawesi Tengah

Deskripsi:

IMIP adalah kawasan pengolahan nikel terbesar di tanah air, yang

merupakan hasil kerja sama antara Bintang Delapan Group dari

Indonesia dan Tsingshan Holding Group asal China. Dengan total

investasi sebesar USD 34,3 miliar yang akan teralisasi sampai

akhir tahun 2024, daerah ini berfungsi sebagai pusat produksi

nikel global dan berkontribusi pada industri baterai untuk

kendaraan listrik.

Dampak Positif:

a. Menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 81. 000 orang.

b. Meningkatkan hasil ekspor nikel beserta produk-produk
yang terkait.

c. Menggerakkan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat lokal

maupun nasional.
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Tantangan:

a. Masalah lingkungan seperti pencemaran dan penggundulan
hutan.

b. Kondisi kerja yang buruk, termasuk risiko kecelakaan.

c. Ketegangan dengan masyarakat setempat.

Daerah Ekonomi Khusus (DEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara

Deskripsi:

DEK Sei Mangkei diarahkan pada sektor pengolahan kelapa sawit

dan karet dengan area seluas 2. 002,77 hektar. Proyek ini

terhubung dengan Pelabuhan Kuala Tanjung untuk mendukung

kegiatan ekspor.

Dampak Positif:

a. Mewujudkan investasi mencapai Rp 10,5 triliun hingga tahun
2017.

b. Meningkatkan nilai tambah produk dari sektor perkebunan.

c. Menyediakan pekerjaan untuk masyarakat lokal.

Tantangan:

a. Terbatasnya infrastruktur yang mendukung.

b. Persaingan dengan kawasan industri lainnya di Indonesia.

Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Java (JIIPE), Gresik,

Jawa Timur

Deskripsi:

JIIPE merupakan hasil kolaborasi antara PT AKR Corporindo Tbk

dan Pelindo III, yang mencakup area industri, pelabuhan dalam

laut, serta lokasi perumahan. Total luas kawasan ini mencapai 2.

961 hektar.

Dampak Positif:

a. Meningkatkan efektivitas dalam logistik serta distribusi
barang.

b. Menarik investasi dari beragam sektor industri.
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c. Mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

Tantangan:

a. Memastikan  keberlanjutan  lingkungan pada  saat
mengembangkan kawasan.

b. Memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan
memadai.

4. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat Daya

Deskripsi:

KEK Sorong dibentuk untuk mendorong kemajuan industri yang

bergantung pada sumber daya alam seperti nikel dan kelapa

sawit, dengan area seluas 523,7 hektar.

Dampak Positif:

a. Mempunyai peluang yang signifikan untuk pertumbuhan
industri yang memanfaatkan sumber daya alam.

b. Memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di
bagian timur Indonesia.

Tantangan:

a. Rendahnya ketertarikan dari investor menyebabkan laju
perkembangan yang tidak optimal.

b. Infrastruktur dan aksesibilitas yang terbatas.

. STUDI KASUS INVESTASI DAERAH DI LUAR NEGERI
1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Polandia

Deskripsi:
Sejak tahun 1995, Polandia telah mendirikan 14 KEK untuk
menarik investasi dari luar dan mengurangi tingkat

pengangguran di daerah-daerah yang kurang berkembang.
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Dampak Positif:

a. Hingga tahun 2014, telah tercipta sekitar 250. 000 pekerjaan.

b. Memperoleh investasi mencapai $23,3 miliar sampai tahun
2012.

c. Mendorong perkembangan industri otomotif dan
manufaktur.

Tantangan:

a. Ketergantungan terhadap insentif pajak dalam jangka
panjang.

b. Perlunya peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal.

Program Dukungan Investasi Wilayah (GRW) di Jerman

Deskripsi:

GRW merupakan program bantuan investasi yang ditujukan

untuk mendukung perusahaan-perusahaan di daerah-daerah

kurang berkembang di Jerman.

Dampak Positif:

a. Mendorong peningkatan investasi perusahaan dan
penciptaan pekerjaan.

b. Membantu pertumbuhan ekonomi di kawasan dengan
dukungan finansial yang signifikan.

Tantangan:

a. Efektivitas berkurang di daerah dengan dukungan dana yang
rendah.

b. Perbedaan respons antara usaha kecil dan besar terhadap
perubahan dukungan finansial.

Zona Ekonomi Khusus di Chengdu, Tiongkok

Deskripsi:

Chengdu, yang merupakan ibu kota dari Provinsi Sichuan, telah

menjadi pusat kemajuan teknologi dengan menarik investasi dari

perusahaan internasional seperti Intel dan Motorola.
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Dampak Positif:

a. Mempercepat perkembangan ekonomi di bagian barat
Tiongkok.

b. Membuka peluang kerja dan meningkatkan standar tenaga
kerja setempat.

Tantangan:

a. Keterbatasan dalam infrastruktur dan taraf hidup jika
dibandingkan dengan kota-kota di pesisir.

b. Persaingan dengan kota-kota lain untuk mendapatkan

investasi.

LATIHAN SOAL

1. Jelaskan dampak positif Investasi di Kawasan Industri Morowali
(IMIP), Sulawesi Tengah!

2. Jelaskan tantangan investasi Zona Ekonomi Khusus di Chengdu,
Tiongkok!

3. Jelaskan dampak positif investasi Kawasan Industri dan
Pelabuhan Terpadu Java (JIIPE), Gresik, Jawa Timur!

4. Jelaskan dampak positif investasi Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) di Polandia!

5. Jelaskan tantangan investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sorong, Papua Barat Daya!
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MANAJEMEN

INVESTASI DAERAH

Investasi merupakan salah satu instrumen strategis dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya
saing wilayah, memperluas kesempatan kerja, serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di era desentralisasi
dan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut memiliki
kemampuan dalam merencanakan, mengelola, mengawasi, dan
mengevaluasi investasi secara efektif, efisien, transparan, serta
akuntabel. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif
mengenai manajemen investasi daerah menjadi kebutuhan yang
sangat penting bagi para calon akademisi maupun praktisi.

Buku ini disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan
konsep teoritis, landasan regulasi, strategi pengelolaan investasi,
proses perencanaan dan penganggaran, akuntansi dan
pelaporan investasi daerah, evaluasi dan pengawasan,
manajemen risiko investasi, kerja sama pemerintah dengan
badan usaha, langkah- langkah investasi pada berbagai
instrumen di Indonesiaq, serta studi kasus yang relevan. Penyajian
materi juga dilengkapi dengan contoh penerapan dan latihan soal
pada setiap bab agar dapat membantu pembaca memahami
konsep secara lebih mendalam sekaligus mengembangkan
kemampuan analitis.

CV. Tahta Media Group
Sukoharjo, Jawa Tengah ISBN 978-L34
e & IKAPI Web : www.tahtamedia.co.id "ll”“lll“l
786342

L2-284-1 (PDF
622841 ||

o = - 0 . :
= TAHTA = "oy Ig : tahtamediagroup 9
MEIMA RS Telp/WA : +62 896 5427 3996




